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Abstract
Despite recording double digit growth since 2005, North Sulawesi’s tax to GDRP ratio has been fairly stable at about
0,24% on average (6,89% to total revenue). This paper cataloques a range of factors that may account for the local tax
potential of North Sulawesi’s to strengthen its fiscal capacity. Calculation on local tax potency especially on restaurant
tax confirm gap between real revenues and its potency about Rp1.06 billion. By using panel data through econometric
methodologies, the paper assesses the statistical significance of a number of potential determinants of local tax revenue,
using data from 15 regions in North Sulawesi over the period 2009–2014. The results indicate that, among the variables
that exert a statistically significant influence on local tax potential are per capita GDRP, agriculture sectors, and high
school number, while the employee has no statistically significance.
Keywords: Local Tax; Tax Potential; Fiscal Capacity; Panel Data
Abstrak
Meskipun terjadi pertumbuhan sebesar dua digit sejak tahun 2005, rasio pajak daerah terhadap PDRB di
Sulawesi Utara cukup stabil di 0,25% secara rata-rata (6,89% terhadap total pendapatan). Penelitian ini
mengkaji faktor-faktor yang dapat menjelaskan potensi pajak di Sulawesi Utara yang dapat memperkuat
kapasitas fiskalnya. Berdasarkan perhitungan potensi pajak daerah, khususnya pajak restoran, didapatkan
bahwa penerimaan riil masih berada di bawah potensi sebesar 1.061 miliar rupiah. Analisis data panel
menggunakan data 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara selama periode tahun 2009–2014. Ditemukan
bahwa sejumlah faktor penentu potensi pajak daerah yaitu pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan
jumlah siswa SMA, sedangkan jumlah pekerja tidak signifikan.
Kata kunci: Pajak Daerah; Potensi Pajak; Kapasitas Fiskal; Data Panel
Kode Klasifikasi JEL: H11; C23; E62
Pendahuluan
Sejak tahun 2001, Indonesia telah melakukan per-
ubahan dalam sistem pemerintahannya, dengan
memberlakukan mekanisme sistem pemerintahan
desentralisasi, yang secara umum lebih dikenal
dengan istilah otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal. Desentralisasi memberikan sebuah tanggung
jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah
Alamat Korespondensi: Kantor Bupati Minahasa Utara. Sa-
ronsong II – Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi
Utara 95371. E-mail: msherly@gmail.com.
dalam menyediakan barang dan jasa publik, yang
sebelumnya disediakan oleh pemerintah pusat me-
lalui kementerian maupun lembaga. Di sisi lain,
pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih
besar untuk mengatur dan mengumpulkan peneri-
maan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan.
Meskipun sudah dalam sistem desentralisasi, pe-
merintah pusat masih memiliki tanggung jawab da-
lam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah
yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu
mengatasi ketimpangan fiskal antar-daerah. Na-
mun banyak contoh kasus yang daerah-daerahnya
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masih sangat tergantung pada transfer fiskal da-
ri pemerintah pusat dibanding berusaha menggali
pendapatan dari sumber pemerintah daerah sendiri
sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri.
Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu
provinsi yang masih bergantung pada dana transfer
dari pusat. Bahkan di masa otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal pun nilai transfer meningkat
setiap tahunnya. Nilai dana transfer meningkat dari
Rp5.676 miliar di tahun 2009 menjadi Rp9.231 miliar
di tahun 2014 (Tabel 1).
Kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap peme-
rintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai
kemandirian daerah sebagaimana tujuan otonomi
daerah itu sendiri. Idealnya, semua pengeluaran
tambahan pemerintah daerah dapat dipenuhi de-
ngan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sehingga daerah benar-benar otonom dan tidak ter-
gantung lagi kepada pemerintah pusat. Menurut
McLean (2005), pemerintah daerah seharusnya di-
biayai sebanyak mungkin melalui pajak dan semi-
nimal mungkin dari dana hibah pemerintah pusat.
Lebih lanjut, McLean (2005) menyatakan bah-
wa hal ini adalah ’utopian’1 untuk mengganggap
dana hibah dari pemerintah pusat bisa dihilang-
kan. Apabila pemerintah daerah mampu memenu-
hi semua kebutuhan dengan PAD, maka daerah
tersebut memungkinkan untuk tidak menerima da-
na transfer dari pemerintah pusat. Sebagai contoh
di Ruritania yang merupakan sebuah pulau di Ing-
gris, pemerintah daerahnya mengeluarkan biaya
sebesar 80% untuk belanja publik, yang mana se-
muanya dibiayai melalui pendapatan dari pajak. Di
Ruritania, kekuatan untuk membelanjakan setara
dengan kekuatan untuk menarik pajak.
Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta2 menunjukkan bahwa sejak
tahun 2014 DKI Jakarta tidak lagi menerima dana
transfer (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK)) dari pusat. Hal ini dikare-
nakan DKI Jakarta memiliki potensi sumber daya
alam dan pajak yang besar. McLean (2005) men-
jelaskan bahwa secara teori sangat mungkin bagi
pemerintah pusat untuk memberikan dana trans-
fer kepada pemerintah daerah. Dengan demikian,
peran PAD sangatlah besar di era otonomi daerah.
1dalam KBBI: utopia/uto·pia/ n sistem sosial politik yang
sempurna yang hanya ada dalam bayangan (khayalan) dan sulit
atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.
2http://apbd.jakarta.go.id/.
Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tang-
gung jawab ke pemerintah daerah yang semakin
besar, maka telah diserahkan sumber pendanaan
kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah
daerah memiliki peluang yang sangat besar un-
tuk menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi
yang ada di daerah untuk meningkatkan PAD.
Oates dan Schwab (1988) mengajukan sebuah pre-
mis bahwa, pemerintah daerah perlu untuk mem-
biayai porsi yang substansial akan pengeluarannya
dari penerimaan sendiri. Premis ini lebih lanjut akan
menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah dae-
rah perlu memiliki sumber pajak sendiri yang besar
(major own-tax source)? – dengan memperhatikan
kecenderungan tingginya ketergantungan pemerin-
tah daerah terhadap dana transfer. Artinya, apakah
perlu atau penting bagi pemerintah daerah untuk
menjadi fiskal otonom: yaitu untuk membiayai se-
bagian besar pengeluarannya sendiri. Jawabannya
adalah ya. Pajak daerah memberikan link fiscal yang
penting yang mendorong pemerintah daerah mem-
pertimbangkan manfaat program yang diusulkan
terhadap biaya. Jika semua pengeluaran daerah di-
biayai transfer dari pemerintah pusat, maka link ini
rusak, sehingga keputusan pengeluaran sebagian
besar akan menjadi keputusan negosiasi antara pe-
merintah daerah dan lembaga-lembaga lebih tinggi
yang menyediakan dana.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pe-
nerimaan PAD yang paling potensial dalam mem-
perbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang
penting dalam proses untuk menghasilkan pene-
rimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas
dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iur-
an wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan di wilayah tersebut kepada pemerintah dae-
rah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang
yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan atur-
an perundangan yang berlaku. Dengan demikian,
kewenangan pemerintah daerah dalam hal meng-
umpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama
dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai
kegiatan pembangunan.
Pakasi (2005) menemukan bahwa tingkat keman-
dirian daerah di Sulawesi Utara pada masa-masa
awal desentralisasi fiskal masih sangat rendah. Ber-
dasarkan data maupun hasil penelitian menun-
jukkan bahwa setelah desentralisasi fiskal, daerah-
daerah di Sulawesi Utara masih belum menunjuk-
kan tingkat kemandirian yang signifikan berdasar-
kan rasio penerimaan pajak daerah terhadap total
penerimaan daerah yang kontribusinya masih di
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Tabel 1: Tren Perkembangaan Dana Transfer ke Provinsi Sulawesi Utara (Juta Rupiah)
Jenis Dana Transfer Tahun2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dana Perimbangan 5.283 5.462 5.998 6.993 7.941 8.138
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 336 331 325 356 378 340
Dana Alokasi Umum (DAU) 4.059 4.059 4.964 5.947 6.725 6.917
Dana Alokasi Khusus (DAK) 887 887 709 689 838 881
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 394 394 1.153 434 703 1.092
TOTAL 5.676 5.676 7.150 7.427 8.644 9.231
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2015), diolah
Tabel 2: Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Total Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah Rasio Penerimaan(Juta Rupiah) (Juta Rupiah) Pajak Daerah
2005 1.956.729 149.344 7,6
2006 3.277.644 191.109 5,8
2007 3.612.254 231.602 6,4
2008 5.221.805 264.028 5,0
2009 7.175.833 344.162 4,7
2010 6.584.488 394.655 5,9
2011 7.469.381 550.117 7,3
2012 8.473.133 665.670 7,8
2013 9.021.669 787.891 8,7
2014 11.607.625 1.134.990 9,7
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara (2015), diolah
bawah 10%. Bahkan tingkat perubahan kontribusi
pajak daerah dalam 1 dekade hanya terjadi sebesar
2,1% (Tabel 2). Adapun kinerja perekonomian Sula-
wesi Utara tahun 2011–2014 cenderung mengalami
penurunan (Bappenas, 2015). Kondisi ini menjadi
menarik untuk diteliti dikarenakan tingkat pene-
rimaan dan perubahan yang cenderung stagnan
mengindikasikan kinerja perpajakan yang belum
optimal, menyebabkan rendahnya penerimaan da-
erah atas pajak daerah. Rendahnya penerimaan
pajak dibandingkan dengan target yang ditetapkan
lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerin-
tah dalam mengimplementasikan sebuah sistem
perpajakan yang efisien. Peningkatan penerimaan
atas pajak hanya bisa tercapai apabila pemerintah
daerah memiliki kemampuan dalam mengestimasi
besar potensi pajak yang dimilikinya.
Kemungkinan yang bisa dipikirkan atas fakta
ini adalah pemerintah daerah belum memanfa-
atkan dengan baik potensi pajak yang ada. Ten-
tu saja akan lebih baik apabila pemerintah daerah
memanfaatkan potensi pajaknya daripada secara
terburu-buru menerapkan pungutan pajak yang
baru ataupun meningkatkan tarif pajak yang tinggi.
Penelitian-penelitian empiris banyak dilakukan un-
tuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi
penerimaan pajak. Fenochietto dan Pessino (2013)
menyimpulkan bahwa kebanyakan negara berkem-
bang masih jauh dari kapasitas pajaknya dan harus
meningkatkan penerimaan pajaknya. Ditemukan
bahwa faktor utama seperti tingkat pembangunan,
perdagangan, pendidikan, inflasi, distribusi penda-
patan, dan korupsi sebagai faktor yang memenga-
ruhi kapasitas perpajakan. Castro dan Camarillo
(2014) menemukan bahwa faktor-faktor seperti Pro-
duk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
dan sektor industri berpengaruh positif terhadap
perpajakan, sedangkan sektor pertanian memberi
pengaruh negatif. Sebagaimana Gupta (2007) mene-
mukan sejumlah faktor struktural seperti PDRB per
kapita, share sektor pertanian dalam PDRB, serta
keterbukaan pasar akan memengaruhi penerimaan
pajak.
Belum optimalnya penggalian PAD selama ini
terutama disebabkan oleh belum mampunya pe-
merintah daerah mengestimasi besar potensi pajak
yang dimilikinya (Makhfatih dan Saptono, 2010).
Besarnya potensi pajak menjadi dasar penentuan
target penerimaan per jenis pajak bagi daerah. Hal
ini bergantung pada kesadaran terhadap potensi
yang dimiliki daerah tersebut. Kesadaran ini mem-
butuhkan pengetahuan pemerintah terhadap faktor-
faktor yang memengaruhi potensi pajak daerah
yang berguna untuk mendesain penerimaan atas
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sumber asli daerah, serta membantu pemerintah
pusat dalam menentukan formula dana transfer ke
daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensial
di Sulawesi Utara yakni pajak restoran. Penerimaan
dari jenis pajak ini terus meningkat seiring dengan
pesatnya pertambahan jumlah restoran/rumah ma-
kan di daerah Sulawesi Utara. Sektor jasa restoran
di Sulawesi Utara memiliki laju pertumbuhan yang
tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan
maka penelitian ini bertujuan untuk menganali-
sis faktor-faktor yang memengaruhi potensi pajak
di Sulawesi Utara. Sehingga diharapkan dari ha-
sil penelitian ini dapat digunakan oleh pengambil
kebijakan dalam menentukan prioritas kebijakan
untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Tinjauan Literatur
Pemerintah memerlukan penerimaan dari pajak
untuk membiayai pengeluaran publiknya, terlepas
dari apakah pajak tersebut ditujukan untuk efisi-
ensi atau keadilan sosial (Hillman, 2003). Menurut
Mankiw et al. (2009), teori dasar dari pajak yang op-
timal adalah bahwa sistem perpajakan seharusnya
dipilih untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan
sosial atas sekumpulan kendala yang ada. Ketika pe-
merintah daerah menghadapi keterbatasan peneri-
maan yang dikombinasikan dengan meningkatnya
tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah
pusat, yang mungkin akan meningkatkan atau seti-
daknya mengubah permintaan masyarakat, maka
pemerintah daerah akan termotivasi untuk ”menye-
lesaikan” masalah-masalah tersebut dengan cara
mencari mekanisme yang lebih baik serta membuat
perubahan secara institusional (Stallmann, 2007).
Jika pemerintah lebih boros akibat implementasi
desentralisasi pengeluaran, maka untuk responsibi-
litas dan akuntabilitas fiskal dengan pengeluaran
yang besar tersebut seharusnya diikuti dengan ke-
mampuan mengumpulkan pajak yang lebih besar
(bigger taxers) yang mencerminkan berjalannya de-
sentralisasi penerimaan.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas
untuk memungut pajak daerah dan retribusi dae-
rah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah
yang baik. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi
kewenangan membuat kebijakan pengenaan pajak
dan retribusi, mengelola pajak pusat yang dialihkan
menjadi pajak daerah, dan menambah jenis-jenis
pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah.
Akan tetapi, berbagai upaya di bidang perpajak-
an dengan menggali potensi cakupan pajak (tax
coverage) dan meningkatkan kepatuhan pajak (tax
compliance) dari masyarakat seringkali menghadapi
berbagai hambatan, baik dari wajib pajak (masyara-
kat), aparatur pajak, maupun sistem perpajakan itu
sendiri. Oleh karena itu, permasalahan pajak harus
ditangani secara sinergis dan komprehensif.
Besar kecilnya kapasitas fiskal daerah sangat ter-
gantung pada ketersediaan sumber-sumber pajak
(tax objects) dan tingkat hasil (buouyancy) dari ob-
jek pajak karena pajak daerah merupakan sumber
utama PAD. Tingkat hasil pajak dari objek-objek
pajak ditentukan oleh responsivitasnya tehadap ke-
kuatan yang memengaruhi pengeluaran, misalnya
inflasi, pertambahan penduduk, dan pertumbuhan
ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi de-
ngan tingkat pelayanan yang baik secara kualitatif
dan kuantitatif (Lisna, 2014). Setiap daerah memili-
ki potensi pendapatan yang berbeda-beda karena
adanya perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya
alam, luas wilayah, dan jumlah penduduk yang
tercermin pada PAD.
Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak
yang seharusnya dihasilkan ketika sebuah pereko-
nomian telah menggunakan semua sumber daya
dan kemampuannya untuk mengumpulkan semua
penerimaan pajak yang mungkin diperoleh berda-
sarkan sekumpulan karakteristik tertentu (Alfirm-
an, 2003). Fenochietto dan Pessino (2013) meneliti
data panel 115 negara untuk mengestimasi kapasi-
tas pajaknya (yaitu tingkat maksimum penerimaan
pajak yang bisa dicapai oleh suatu negara) dan upa-
ya pajak (yaitu rasio antara penerimaan aktual de-
ngan kapasitas pajak). Hasilnya bahwa kebanyakan
negara masih jauh dari kapasitas pajaknya dan ha-
rus meningkatkan penerimaan pajaknya. Penelitian
Fenochietto dan Pessino menemukan bahwa faktor
utama yang memengaruhi kapasitas pajak adalah
tingkat pembangunan, perdagangan, pendidikan,
inflasi, distribusi pendapatan, korupsi, dan kemu-
dahan dalam mengumpulkan pajak. Haque (2010)
menggunakan data panel 50 negara berkembang
selang tahun 1995 sampai 2009 untuk mengidenti-
fikasi determinan yang memengaruhi rendahnya
upaya pajak di negara berkembang. Upaya pajak
ditemukan lebih rendah di negara berkembang di
Benua Asia dibandingkan dengan benua lain.
Bird et al. (2008) meneliti perbedaan upaya pajak
di negara berkembang dan di negara dengan pen-
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dapatan tinggi. Hasil penelitiannya adalah negara-
negara yang berpendapatan tinggi lebih potensial
untuk memperbaiki kinerja pajaknya melalui perba-
ikan institusinya. Bahwa bukan hanya faktor pena-
waran saja yang penting, namun faktor permintaan
seperti korupsi dan akuntabilitas juga memengaru-
hi upaya pajak. Adapun alur kerangka pemikiran
penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1.
PDRB per kapita menggambarkan tingkat pemba-
ngunan (level of development). Semakin tinggi tingkat
pembangunan akan mendorong kemampuan mem-
bayar yang lebih tinggi dan mengumpulkan hasil
pajaknya, sebagaimana semakin tinggi permintaan
relatif atas pendapatan, baik barang maupun jasa
publik (Bird et al., 2008). Sehingga secara teori, po-
tensi pajak dipengaruhi oleh tingkat pembangunan
di masing-masing daerah. Sehingga hipotesisnya,
PDRB berkorelasi secara positif terhadap derajat
potensi pajak daerah. Argumentasinya adalah sema-
kin tinggi tingkat pembangunan ekonomi di suatu
daerah akan diikuti dengan meningkatnya kecakap-
an masyarakat, pergerakan uang, dan penegakan
hukum yang lebih baik, sehingga akan membawa
pada meningkatnya kapasitas pajak daerah.
Pendapatan dari sektor pertanian terhadap PDRB
menggambarkan dominasi struktur perekonomi-
an daerah. Perekonomian yang didominasi oleh
pertanian subsisten cenderung akan melemahkan
penerimaan pajak daerah. Pada pertanian subsis-
ten3, petani fokus pada menanam sekadar untuk
mencukupi kebutuhannya sendiri, outputnya ada-
lah sebagian besar untuk kebutuhan lokal dengan
sedikit atau tanpa surplus perdagangan. Dan seba-
liknya, perekonomian yang didominasi oleh sektor
non-pertanian (industri dan perdagangan) mening-
katkan basis pajak daerah, sehingga semakin be-
sar kesempatan dan kemudahan memungut pajak.
Tingginya tingkat share sektor non-pertanian dalam
struktur perekonomian suatu daerah menunjukkan
kecilnya sektor subsisten.
Jumlah siswa sekolah menengah atas digunakan
untuk menggambarkan tingkat pendidikan seba-
gai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat
pembangunan. Oleh karena pendidikan dasar dan
menengah di Indonesia pada dasarnya adalah gratis
(wajib belajar 9 tahun), maka model ini mengguna-
kan jumlah pelajar tingkat SMA untuk membedak-
an masyarakat yang memiliki pendidikan tingkat
dasar dan yang tidak. Variabel ini diharapkan akan
3merupakan pertanian yang hasil produksinya dipergunakan
untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
bertanda positif. Jumlah pekerja akan merepresen-
tasikan basis pajak maupun tingkat kemudahan,
yang diharapkan akan bertanda positif.
Metode
Penelitian ini menggunakan data primer dan se-
kunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Kementerian Keuangan, dan instansi lainnya yang
terkait untuk 15 kabupaten dan kota yang ada di
Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2009–2014.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Poten-
si Pajak Daerah
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data
panel (regression panel analysis) untuk mengukur po-
tensi pajak. Data panel adalah data yang memiliki
dimensi ruang dan waktu, yang merupakan peng-
gabungan data time series dan cross section. Dengan
kata lain, data panel adalah data yang diperoleh
dari cross section yang diobervasi berulang pada
unit individu yang sama pada waktu yang berbe-
da. Dengan demikian akan diperoleh gambaran
tentang perilaku beberapa objek tersebut selama
beberapa periode waktu.
Spesifikasi model yang digunakan dalam pene-
litian ini merujuk pada spesifikasi model yang di-
gunakan oleh Bird et al. (2008) dan Alfirman (2003),
yang secara keseluruhan mendefinisikan bahwa
potensi pajak sangat tergantung pada tingkat pem-
bangunan suatu daerah, yang diestimasi melalui
PDRB per kapita, rasio ekspor-impor, literasi yang
diukur melalui jumlah siswa SMA, partisipasi tena-
ga kerja, tingkat inflasi, jumlah populasi, dan rasio
sektoral. Bird et al. (2008) menambahkan akunta-
bilitas instutusi dan korupsi sebagai faktor yang
memengaruhi.
Berdasarkan baseline model tersebut, selanjutnya
dilakukan pemilihan beberapa variabel yang dise-
suaikan dengan objek dan fokus penelitian serta
pertimbangan ketersediaan data. Dalam melakukan
interpretasi, maka data-data dalam variabel diubah
ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Dengan me-
nerjemahkan variabel-variabel tersebut ke dalam
bentuk ln maka memiliki keunggulan yaitu dapat
menjelaskan nilai elastisitas dari masing-masing
variabel tersebut. Dapat disimpulkan, model yang
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Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian
digunakan dalam penelitian ini adalah:
ln LTit β0   β1 ln CGDRPit   β2 ln HSSNit
  β3 ln EMPLit   β4 ln NAGRit   εit
(1)
dengan:
LTit : nilai penerimaan pajak daerah ke-i tahun ke-t
(juta rupiah) dalam bentuk logaritma natural;
CGDRPit : nilai Gross Domestic Regional Product per
kapita daerah ke-i tahun ke-t (juta rupiah);
HSSNit : High School Students Number (jumlah siswa
SMA) daerah ke-i tahun ke-t (ribu orang);
EMPLit : Employee (jumlah pekerja) daerah ke-i
tahun ke-t (ribu orang);
AGRIit : nilai sektor Agriculture (pertanian) dalam
PDRB daerah ke-i tahun ke-t (juta rupiah);
β0 : koefisien intersep;
β1, β2 . . . β4 : koefisien slope;
i : kabupaten dan kota ke-i di Sulawesi Utara;
t : tahun observasi.
Potensi Pajak Restoran
Perhitungan potensi pajak restoran dilakukan me-
nurut perhitungan berdasarkan UU Nomor 28 Ta-
hun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Ma-
khfatih dan Saptono, 2010). Estimasi potensi pajak
restoran dapat dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan basis (yaitu jumlah pembayaran
yang seharusnya diterima oleh restoran). Secara
umum, estimasinya adalah:
PPR  OR  360  TR (2)
dengan:
PPR : Potensi Pajak Restoran dalam 1 tahun;
360 : jumlah hari dalam 1 (satu) tahun;
OR : Omzet Restoran harian;
TR : Tarif pajak Restoran (berdasarkan UU, maksi-
mal adalah 10%).
Untuk mengetahui nilai omzet harian restoran
maka digunakan formula :
OR 
pP  QP  DPq   pP  QL  DLq
7
(3)
dengan:
OR : Omzet Restoran harian;
P : harga rata-rata;
QP : jumlah pengunjung masa ramai per hari (Peak
season);
QL : jumlah pengunjung masa tidak ramai per hari
(Low season);
DP : jumlah hari ramai;
DL : jumlah hari tidak ramai.
Adapun teknik pengambilan data primer adalah
dengan melakukan survei ke restoran sampel yang
ada di Kota Airmadidi, Sulawesi Utara. Pemilih-
an sampel dilakukan secara acak, dan didahului
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dengan melakukan survei jumlah keseluruhan res-
toran yang ada di Kota Airmadidi. Restoran sam-
pel dikategorikan menjadi restoran besar, restoran
sedang, dan restoran kecil. Pengkategorian jenis
restoran dilakukan sendiri oleh penulis atas dasar
harga makanan.
Apabila merujuk jenis penerimaan pajak restoran
dari data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mi-
nahasa Utara, maka pajak restoran dikategorikan
atas tiga, yakni kategori pertama Restoran Besar
yang terdiri atas restoran dalam hotel dan cottage;
kategori kedua adalah Rumah Makan; dan kate-
gori ketiga adalah Katering. Penulis mengambil
kategori Rumah Makan (RM) dalam versi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara,
kemudian penulis mengkategorikannya kembali
menurut RM Besar, RM Sedang, dan RM Kecil.
Penulis membuat kategori rumah makan menjadi
rumah makan besar, sedang dan kecil berdasarkan
harga makanan rata-rata yang didapatkan mela-
lui survei awal. Hal ini dilakukan karena Restoran
Besar versi Dinas Pendapatan Kabupaten Minaha-
sa Utara terfokus pada restoran yang ada di hotel
dan cottage, yang meskipun jumlahnya sedikit tapi
merupakan penyumbang terbesar dalam struktur
penerimaan pajak restoran. Adapun jumlah sam-
pel rumah makan yang diobservasi sebagaimana
terdapat dalam Tabel 3.
Tabel 3: Jumlah RM Observasi dan Jumlah Keseluruhan
RM di Kota Airmadidi
Jenis Restoran Jumlah RM Jumlah
(Rumah Makan) di Daerah Sampel RM Observasi
RM Besar 6 4
RM Sedang 30 14
RM Kecil 23 13
Total 59 31
Sumber: Data primer, diolah
Untuk mendapatkan data omzet RM, maka obse-
rvasi ke RM sampel dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
kunjungan, yaitu di hari ramai dan hari tidak ramai.
Penentuan hari ramai dan tidak ramai dilakukan
setelah sebelumnya dilakukan wawancara dengan
pemilik restoran serta observasi langsung. Survei
dilakukan pada 1 (satu) hari ramai dan 1 (satu) hari
tidak ramai. Data diambil pada saat jam makan
siang dan jam makan malam.
Hasil dan Analisis
Performa Pajak Daerah terhadap PDRB
Hal yang paling menarik perhatian dari kinerja
pajak di daerah kabupaten dan kota yang ada di
Provinsi Sulawesi Utara (Tabel 4) adalah secara
keseluruhan rasio pajak– sebagai share PDRB tidak
berubah secara rata-rata sejak tahun 2009. Secara
rata-rata, rasio pajak terhadap PDRB meningkat
secara stabil dari sekitar 0,14% ke 0,28% dari tahun
2009 sampai 2014.
Performa penerimaan pajak daerah bervariasi
stabil, bahkan cenderung stagnan pada semua ka-
bupaten dan kota yang ada. Di 15 kabupaten dan
kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, share
penerimaan pajak daerah terhadap PDRB berada di
kisaran 0,28% di tahun 2014. Di antara daerah ka-
bupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara pada
tahun 2014, share penerimaan pajak terhadap PDRB
yang di atas 0,5% hanya 1 daerah, yang share-nya
0,2%–0,4% ada 8 daerah, dan yang berada di bawah
0,2% ada 5 daerah. Kota Manado menjadi kasus
ekstrim karena merupakan daerah satu-satunya di
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki rasio pe-
nerimaan pajak daerah di atas 0,5%, jauh di atas
kabupaten dan kota lainnya. Hal yang menarik dari
Tabel 4 adalah fakta adanya gap yang semakin le-
bar antara daerah bercirikan industrialisasi dengan
daerah sedang berkembang.
Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB
terlihat sangat rendah. Kota Manado sebagai ibu-
kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah
dengan penerimaan pajak terbesar yaitu 0,7%, se-
dangkan daerah kabupaten dan kota lainnya masih
sangat rendah. Secara rata-rata dalam 10 tahun, sha-
re pajak daerah terhadap nilai PDRB hanya sekitar
0,24% saja. Rata-rata penerimaan pajak di daerah
perkotaan berada di atas nilai rata-rata penerimaan
pajak daerah total, sedangkan rata-rata pajak dae-
rah di tingkat kabupaten hampir sama bahkan di
bawah nilai rata-rata pajak daerah total. Kondisi
ini mencerminkan bahwa penerimaan pajak daerah
di tingkat kota lebih besar daripada penerimaan
pajak daerah di tingkat kabupaten. Bahkan rata-rata
penerimaan pajak daerah di pusat kota provinsi,
yaitu Kota Manado, jauh melebihi rata-rata total
penerimaan pajak daerah. Hal ini mengindikasikan
efektifnya penarikan pajak daerah di tingkat ko-
ta. Dapat disimpulkan bahwa daerah industri dan
perdagangan, yaitu daerah urban dan biasanya ibu-
kota provinsi, memiliki penerimaan pajak daerah
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Tabel 4: Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten/Kota Tahun Rerata2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bolaang Mongondow 0,111 0,221 0,115 0,111 0,118 0,162 0,140
Minahasa 0,223 0,212 0,208 0,192 0,208 0,170 0,202
Sangihe 0,214 0,207 0,219 0,181 0,163 0,113 0,183
Talaud 0,135 0,141 0,142 0,248 0,196 0,237 0,183
Minahasa Selatan 0,105 0,088 0,137 0,139 0,164 0,222 0,142
Minahasa Utara 0,079 0,143 0,180 0,331 0,310 0,337 0,230
Bolaang Mongondow Utara 0,120 0,252 0,215 0,181 0,208 0,238 0,202
Siau Tagulandang Biaro 0,176 0,227 0,250 0,262 0,244 0,165 0,220
Minahasa Tenggara 0,030 0,050 0,067 0,067 0,087 0,079 0,063
Manado 0,427 0,481 0,739 0,874 0,880 0,880 0,714
Bitung 0,178 0,204 0,204 0,367 0,472 0,397 0,304
Tomohon 0,210 0,291 0,272 0,230 0,300 0,380 0,280
Kotamobagu 0,199 0,212 0,258 0,367 0,378 0,397 0,302
Bolaang Mongodow Selatan 0,010 0,050 0,081 0,231 0,299 0,266 0,156
Bolaang Mongondow Timur 0,000 0,064 0,048 0,874 0,190 0,221 0,233
Rerata 0,148 0,189 0,209 0,310 0,281 0,284 0,237
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara (2015), diolah
yang lebih besar dibandingkan daerah kabupaten
dan kota lainnya yang sektor industrinya yang ti-
dak berkembang secara pesat sebagaimana di pusat
kota.
Faktor-faktor yang Memengaruhi Pajak
Daerah
Analisis empiris terlihat dalam Tabel 5, yang me-
rangkum hasil utama yang didapatkan dari hasil
analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil dari
olahan data panel pada Tabel 5, terlihat kinerja mo-
del yang berhasil dibangun dengan Random Effect
Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM), memiliki
kemiripan untuk menjelaskan faktor-faktor yang
memengaruhi penerimaan pajak daerah. Meskipun
berdasarkan koefisien determinasi, FEM nampak
lebih baik dari REM. Untuk FEM, koefisien korela-
si yang dihasilkan sebesar 0,826, sementara untuk
REM hanya menghasilkan koefisien korelasi sebesar
0,615. Meskipun nilai signifikansi yang dihasilkan
kedua model tersebut relatif sama besar, namun
diputuskan mengambil model REM berdasarkan
economic ’a priori’ criteria. Dalam hal ini ditentukan
oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan kriteria
ekonomi yang mengacu pada arah dan besaran. Ber-
dasarkan hasil estimasi dengan REM, dapat disim-
pulkan bahwa hasil koefisien estimasi mengikuti
dalil ekonomi (sesuai tanda yang diharapkan), bah-
wa terdapat data jumlah individu yang lebih besar
dibandingkan jumlah waktu pengamatan. Sebagai-
mana Gujarati (2003) menjelaskan bahwa, secara
apriori, model yang tepat digunakan bisa diten-
tukan dengan penilaian dengan jumlah time-series
(T) kecil dan jumlah cross-section (N) besar, maka
estimasi dengan REM lebih efisien dibandingkan
FEM.
Estimasi dari analisis regresi REM menunjukkan
bahwa di antara variabel eksplanatoris yang ada,
pendapatan per kapita (CGDRP) menunjukkan tan-
da positif sebesar 1,459, yang dapat diartikan bahwa
setiap terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebe-
sar 1%, maka akan meningkatkan penerimaan pajak
sebesar 1,459%. Apabila pemerintah daerah ingin
meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka sa-
lah satu kebijakan yang harus dilakukan adalah
dengan menambah proporsi pengeluaran APBD da-
lam bidang pendidikan, dengan cara meningkatkan
partisipasi siswa yang sekolah sampai ke tingkat
SMA (HSSN), karena diindikasikan pengaruhnya
cukup signifikan untuk menaikkan penerimaan
pajak daerah.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5, besaran
koefisien untuk jumlah siswa sebesar 0,681, yang
menandakan apabila jumlah partisipasi siswa SMA
dinaikkan sebanyak 1%, akan mampu meningkat-
kan penerimaan pajak daerah sebesar 0,681%. Tanda
koefisien yang negatif ditunjukkan oleh variabel
pertanian (AGRI) sebesar -0,166. Artinya, apabila
sektor pertanian meningkat sebesar 1%, maka pajak
daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,166%.
Hasil estimasi panel data untuk variabel jumlah
pekerja (EMPL) menunjukkan tanda koefisien yang
negatif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah.
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Tabel 5: Hasil Spesifikasi Menggunakan OLS, FEM, dan REM
Variabel PLS FEM REM
CGDRP 1,491 3,720 1,459
(0,000) (0,000) (0,000)
HSSN 0,837 0,297 0,681
(0,000) (0,391) (0,001)
EMPL 0,223 -0,458 0,153
(0,342) (0,195) (0,506)
AGRI -0,226 3,874 -0,166
(0,161) (0,008) (0,082)
cons -11,022 -48,762 -17,316
(0,040) (0,000) (0,001)
Number of observation 90 90 90
Number of Regions 15 15 15
R-squared 0,695 0,826 0,615
(0,000) (0,000) (0,000)
Chow F-test 3,076
(0,000)
Haussman test 23,924
(0,000)
Keterangan: Dalam kurung adalah nilai p-value
Sumber: Data sekunder, diolah
Pengaruh Pendapatan per Kapita terha-
dap Pajak Daerah
Pendapatan per kapita sebagai proksi keseluruh-
an pembangunan ekonomi dan diharapkan berpe-
ngaruh positif terhadap penerimaan pajak adalah
indikator yang baik untuk keseluruhan tingkat pem-
bangunan serta kemutakhiran struktur ekonomi.
Pendapatan per kapita memang diharapkan mem-
berikan pengaruh yang positif, karena sebagaimana
suatu daerah mengembangkan tingkat pembangu-
nannya maka sektor formal dari perekonomian
akan mengalami peningkatan, sehingga pada akhir-
nya akan berdampak pada pendapatan per kapita.
Dalam makroekonomi, pendapatan per kapita
merupakan determinan utama terhadap penerima-
an pajak. Pendapatan per kapita yang tinggi berka-
itan dengan rasio pajak yang tinggi. Hal ini sejalan
dengan beberapa penelitian lain yang menemu-
kan bahwa kapasitas dalam mengumpulkan pajak
maupun membayar pajak akan meningkat seiring
dengan peningkatan level pembangunan suatu dae-
rah. Analisis yang lebih mendalam mengonfirmasi
kesimpulan bahwa rata-rata rasio pajak mening-
kat bersamaan dengan tingkat pembangunan di
daerah.
Secara umum, tingkat pendapatan diasumsikan
sebagai proksi dari kemampuan seseorang dalam
membayar pajak. Davoodi dan Grigorian (2007)
menemukan bahwa pendapatan per kapita meru-
pakan faktor penentu (significant determinant) dari
kapasitas perpajakan di negara-negara berkembang.
Pendapatan per kapita sebagai proksi dari tingkat
pembangunan suatu daerah, dengan semakin ting-
gi tingkat pembangunan suatu daerah, maka akan
semakin tinggi kemampuan membayar dan memu-
ngut pajak, sebagaimana semakin tinggi perminta-
an relatif untuk pendapatan barang dan jasa publik
yang elastis.
Argumentasi Bird dan Zolt (2003) menyatakan
bahwa, secara umum penerimaan pajak akan na-
ik seiring dengan meningkatnya pendapatan per
kapita. Beberapa faktor dapat menjelaskan hal ini.
Permintaan akan jasa publik biasanya muncul lebih
cepat daripada pendapatan, khususnya di daerah-
daerah yang berpendapatan rendah. Sederhananya,
urbanisasi cenderung muncul bersamaan dengan
tawaran pendapatan dan permintaan terhadap jasa
publik yang biasanya lebih tinggi di daerah urban.
Lebih umum lagi, kapasitas suatu daerah untuk
mengumpulkan pajak akan muncul bersamaan de-
ngan meningkatnya tingkat pendapatan.
Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Pa-
jak Daerah
Hasil regresi pada REM menunjukkan sektor per-
tanian memiliki tanda negatif dan secara statistik
berpengaruh terhadap pajak daerah. Komposisi
sektoral dari perekonomian memiliki dampak yang
signifikan terhadap kapasitas pajak sehingga juga
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kompo-
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sisi sektoral juga penting karena beberapa sektor
dalam ekonomi mudah untuk dikenakan pajak di-
bandingkan yang lain.
Secara khusus, aktivitas pertanian biasanya sulit
untuk dikenakan pajak, terutama di daerah-daerah
yang berpenghasilan rendah, dengan sebagian be-
sar aktivitas pertaniannya berbasis skala kecil. De-
ngan demikian, hubungan antara sektor pertanian
dengan penerimaan pajak biasanya akan bertanda
negatif. Hubungan ini bisa bekerja baik melalui sisi
penawaran (supply side) maupun sisi permintaan
(demand side). Dari sisi penawaran, apabila bagian
terbesar dari sektor pertanian merupakan pertanian
subsisten, maka akan menyulitkan untuk menge-
nakan pajak pada sektor ini. Lebih lanjut, sektor
pertanian yang besar bisa mengurangi kebutuhan
untuk menyediakan dana untuk barang dan jasa
publik, karena biasanya barang dan jasa publik
cenderung berkaitan dengan daerah urban (urban
based).
Secara umum, sektor pertanian dikenal sebagai
sektor yang paling sulit untuk dikenakan pajak. Hal
ini merupakan kasus yang bersifat universal, dika-
renakan oleh kecilnya skala usaha dan aktivitasnya
tersebar secara spasial. Hal ini bertambah sulit un-
tuk daerah yang sedang berkembang, oleh karena
ditambah dengan dua kesulitan lain, yaitu tidak
adanya standar pembukuan yang baik dan seragam,
khususnya untuk catatan keuangan dan metode
pembayaran yang umumnya secara langsung tidak
melalui bank (Gordon dan Li, 2005). Hal ini beraki-
bat pada ketiadaan informasi atas pendapatannya.
Castro dan Camarillo (2014) menegaskan bahwa
aktivitas ekonomi di sektor pertanian sulit untuk
dikenakan pajak karena produksinya cenderung
bersifat skala kecil. Sebaliknya, spesialisasi dalam
industri memiliki efek positif terhadap pajak karena
industri mudah dikenakan pajak dan pabrik dapat
meningkatkan basis pajak dibandingkan pertanian.
Hasil yang ditunjukkan oleh FEM untuk sek-
tor pertanian berpengaruh secara positif terhadap
pajak daerah. Data menunjukkan bahwa PDRB
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara di-
dominasi oleh sektor pertanian. Provinsi Sulawesi
Utara merupakan pusat produksi dan pengolahan
hasil pertanian di Indonesia. Sektor pertanian yang
ada di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara saat
ini sedang beralih menjadi pertanian terindustri
(produksi industri). Hal ini terlihat dari aktivitas
ekspor oleh Sulawesi Utara yang didominasi oleh
komoditas dari sektor pertanian, khususnya produk
perikanan dan minyak nabati, dengan nilai ekspor
pada periode Januari sampai Juni 2015 mencapai
nilai USD428,87 juta (BPS Provinsi Sulawesi Utara,
2015). Peningkatan nilai ekspor produk yang berasal
dari sektor pertanian memberikan dampak positif
terhadap perekonomian daerah yang dapat mendo-
rong meningkatnya penerimaan atas pajak daerah.
Hal ini menyiratkan bahwa, apabila sektor perta-
nian yang menjadi penyumbang PDRB terbesar
lebih diperbaiki dan diarahkan ke sistem produksi
industri, maka sektor pertanian akan dapat juga
memberikan dampak positif terhadap penerimaan
pajak daerah. Kajian empiris Eastwood dan Lipton
(2001) menemukan bahwa perbaikan produktivi-
tas pada sektor pertanian lebih mendorong per-
tumbuhan pro-poor dibandingkan perbaikan sektor
non-pertanian. Tetapi pengaruh perbaikan sektor
pertanian di negara-negara dengan tingkat ketim-
pangan pendapatan tinggi menjadi relatif rendah
bahkan tidak ada.
Pengaruh Jumlah Siswa terhadap Peneri-
maan Pajak
Jumlah siswa sekolah menengah atas (HSSN) meru-
pakan proksi dari investasi modal manusia. Hasil
regresi menunjukkan hubungan yang positif dan
signifikan secara statistik terhadap penerimaan pa-
jak. Jumlah siswa sekolah menengah atas (HSSN)
merupakan proksi dari investasi modal manusia.
Hasil regresi menunjukkan hubungan yang positif
dan signifikan secara statistik terhadap penerima-
an pajak. Dioda (2012) menemukan bahwa tingkat
pendidikan merupakan faktor yang memengaruhi
secara positif terhadap penerimaan pajak. Penjelas-
an terhadap jumlah siswa sebagai variabel yang
memengaruhi penerimaan pajak bisa didekati me-
lalui teori pertumbuhan Solow. Model Solow ini
merupakan exogenous gowth model, yaitu sebuah
model ekonomi yang didasarkan pada pandang-
an neoklasik. Teori ini menjelaskan bahwa fungsi
pertumbuhan memiliki modal dan tenaga kerja se-
bagai input produksi Y  FpK,Lq, dengan Y adalah
output perekonomian, K (capital) adalah modal, dan
L (Labor) adalah tenaga kerja. Ada dua jenis tena-
ga kerja, yaitu skilled labor (tenaga kerja terampil)
dan unskilled labor (tenaga kerja tidak terampil). Te-
naga kerja akan lebih produktif melalui investasi
pada pendidikan dan pelatihan yang meningkat-
kan modal manusia. Dunia perekonomian saat ini
sangat dipengaruhi oleh human capital, yang ter-
cermin melalui perkembangan inovasi di bidang
JEPI Vol. 17 No. 1 Juli 2016, hlm. 75–87
Ering, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. 85
teknologi dan informasi yang sangat pesat dalam
dekade terakhir ini. Apabila dibandingkan, physical
capital (yakni alat, mesin) memiliki kelemahan yaitu
mangalami penyusutan setiap tahun, sedangkan
human capital dengan semakin tinggi pendidikan
akan menciptakan tenaga kerja terampil.
Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pene-
rimaan pajak, sebagaimana Fenochietto dan Pessino
(2013) menjelaskan bahwa semakin berpendidik-
an seseorang, maka akan semakin baik pemaha-
mannya tentang bagaimana dan mengapa penting
untuk membayar pajak. Dengan semakin tinggi
pendidikan, maka kepatuhan juga akan semakin
tinggi. Simkovic (2015) menyatakan bahwa ada
suatu bentuk, dalam investasi, yang mana kode
pajak menunjukkan sedikit kekuatan belanja atas
pendidikan tinggi formal, sebagai sebuah investasi
terhadap modal manusia yang akan meningkatkan
gaji, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi. Investasi untuk pendidikan yang lebih
tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan ekono-
mi suatu wilayah, yang biasanya melalui perbaikan
produktivitas dan mempercepat laju inovasi.
Sebagaimana pendapat Castro dan Camarillo
(2014), bahwa pendidikan yang lebih tinggi di sua-
tu daerah tentunya akan menciptakan spesialisasi
tingkat lanjut sehingga akan lebih banyak produk-
produk mutakhir melalui metode produksi yang
semakin canggih atau kegiatan-kegiatan ekonomi
yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Lebih
lanjut lagi, sistem pendidikan yang terkonsolida-
si dapat memelihara komitmen sosial, yang pada
akhirnya akan membawa pada kesadaran yang le-
bih tinggi dalam masyarakat akan keuntungan dari
pajak itu sendiri.
Analisis Potensi Pajak Restoran
Penilaian akan potensi pajak restoran, sebagai salah
satu jenis pajak daerah yang potensial, dilakukan
melalui survei lapangan. Survei dilakukan pada da-
erah sampel, yaitu Kota Airmadidi. Airmadidi me-
rupakan ibukota Kabupaten Minahasa Utara yang
terkenal sebagai ibukota kabupaten yang memiliki
paling banyak tujuan wisata kuliner dibandingkan
kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Data-data
yang didapatkan dari survei restoran digunakan
utuk mendapatkan data omzet harian rumah ma-
kan. Dengan mengetahui nilai omzet rumah ma-
kan, maka dapat dengan mudah dihitung potensi
rumah makan tersebut. Nilai potensi ini penting
diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat me-
nentukan target penerimaan atas pajak, khususnya
pajak restoran untuk periode mendatang. Pengeta-
huan akan potensi dapat menjadi acuan juga dalam
menentukan tarif pajak serta strategi peningkatan
penerimaan atas pajak untuk meningkatkan peneri-
maan asli daerah.
Tabel 6: Pendapatan Atas Pajak Restoran Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2015
Jenis Restoran Jumlah Penerimaan (Rp)
Restoran Besar (hotel, cottage) 1.236.053.444
Rumah Makan 482.317.648
Katering 755.128.170
Total Pendapatan 2.473.499.262
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
Utara (2015), diolah
Dari analisis data survei, maka dapat dijabarkan
omzet harian untuk setiap kategori rumah makan
sebagaimana tersaji dalam Tabel 7. Secara kese-
luruhan, nilai omzet harian terbesar berasal da-
ri kategori rumah makan sedang dengan jumlah
Rp20.223.061 per hari dan nilai omzet terkecil bera-
sal dari kategori rumah makan kecil dengan nilai
omzet Rp7.522.516 per hari. Untuk kategori rumah
makan besar, nilai omzet hariannya cukup besar yai-
tu Rp2.524.464 sehingga meskipun jumlah populasi
rumah makan besar hanya sebanyak 6 rumah ma-
kan namun mendapatkan total omzet yang cukup
signifikan, yaitu sekitar Rp15.146.786 per hari.
Selanjutnya, setelah nilai omzet masing-masing
kategori rumah makan telah didapatkan, maka di-
lakukan perhitungan nilai potensi dengan menggu-
nakan rumus Potensi Pajak Restoran (PPR) sebagai
hasil dari perkalian antara omzet harian, dan jum-
lah hari restoran aktif yang diperkirakan adalah
sebanyak 360 hari aktif, dan tarif pajak yang dite-
tapkan oleh pemerintah yaitu 10% (PPR = Omzet
Restoran x 360 x 10%).
Data penerimaan pajak restoran Dinas Penda-
patan Daerah Tahun 2015 (Tabel 6) menunjukkan
keseluruhan pendapatan dari pajak restoran adalah
sebesar Rp2.473.499.262. Khusus untuk kategori Ru-
mah Makan, pemerintah daerah hanya mendapat-
kan penerimaan sebesar Rp482.317.648. Sedangkan
berdasarkan perhitungan potensi, maka daerah bisa
mendapatkan penerimaan sebesar Rp1.544.125.083
hanya dari kategori Rumah Makan saja (Tabel 8).
Dengan demikian ada gap sebesar Rp1.061.807.440
antara pendapatan atas pajak restoran khusus un-
tuk kategori Rumah Makan yang diterima oleh
pemerintah daerah, dengan nilai yang seharusnya
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Tabel 7: Nilai Omzet Restoran di Pusat Kota Airmadidi
Jenis Rumah Makan Omzet Harian per RM (Rp) Jumlah Populasi RM Total Omzet Harian (Rp)
Rumah Makan Besar 2.524.464 6 15.146.786
Rumah Makan Sedang 674.102 30 20.223.061
Rumah Makan Kecil 327.066 23 7.522.516
Jumlah 3.525.632 59 42.892.363
Sumber: Data primer, diolah
Tabel 8: Perhitungan Nilai Potensi Pajak Restoran Khusus Kategori Rumah Makan
Jenis Rumah Makan Omzet RM (Juta) Potensi (Juta)
RM Besar 15.146.786 545.284.296
RM Sedang 20.223.061 728.030.196
RM Kecil 7.522.516 270.810.576
Total 42.892.363 1.544.125.088
Sumber: Data primer, diolah
diterima pemerintah daerah apabila menggunakan
potensi.
Fakta bahwa penerimaan daerah atas pajak res-
toran yang lebih kecil daripada potensi yang di-
miliki akan memberikan peranan yang juga relatif
kecil terhadap anggaran pemerintah daerah dan
memengaruhi keputusan prioritas pembangunan
di daerah. Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi
rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam
mengindentifikasi dan menentukan potensi riil ob-
jek pajak yang dimiliki oleh daerah. Upaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak belum didasarkan
atas perhitungan potensi penerimaan pajak yang
realistis.
Dalam menentukan ataupun mengestimasi be-
sarnya potensi realistis pajak restoran, umumnya
pemerintah daerah tidak memiliki metode yang
memadai. Selama ini pemerintah daerah hanya
mengandalkan pada jumlah pembayaran yang di-
laporkan restoran di masa-masa sebelumnya, se-
hingga dapat dipastikan perhitungan potensinya
akan di bawah nilai yang sebenarnya. Hal ini di-
karenakan adanya kecenderungan restoran hanya
melaporkan jumlah pembayaran yang lebih kecil
dari yang seharusnya.
Kesimpulan
Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan per
kapita, share sektor pertanian, dan jumlah siswa
sekolah menengah atas merupakan faktor-faktor
yang berperan penting dalam memengaruhi pene-
rimaan pajak daerah di kabupaten dan kota yang
ada di Sulawesi Utara. Ditemukan juga adanya gap
yang cukup lebar antara pusat kota provinsi dengan
daerah lainnya.
Perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan
hasil bahwa penerimaan pajak restoran yang selama
ini diterima oleh pemerintah daerah masih berada
di bawah nilai potensi pajak yang dimiliki oleh
daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam
mengidentifikasi dan menentukan potensi riil pajak
daerah masih perlu ditingkatkan.
Hasil regresi menunjukkan pembangunan ekono-
mi yang diproksi oleh pendapatan per kapita memi-
liki nilai elastisitas yang lebih besar dibandingkan
variabel lain. Dengan demikian, peningkatan dalam
pendapatan per kapita akan memberikan penga-
ruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak
daerah.
Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian ini,
maka saran yang dapat diberikan adalah peme-
rintah daerah harus memfokuskan kebijakan dan
program kerjanya pada upaya peningkatan pem-
bangunan perekonomian daerah. Tingkat pemba-
ngunan daerah yang tinggi akan berdampak pada
penerimaan pajak daerah yang juga lebih besar.
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